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ABSTRAK


NAMA	:	EBEN EZER SITORUS
NPM	:	09160027
JUDUL	:	TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA


Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crimes sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra ordinary measures), salah satunya dengan penerimaan sistem pembuktian terbalik atau lazim juga disebut dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)  atas pembalikan beban pembuktian, asas pembalikan beban pembuktian ini telah diatur sedemikian rupa. Pembalikan beban pembuktian terbalik yang bersifat absolut atau mutlak diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 38 B yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata, dan oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan terdakwa maupun Penuntut Umum secara berimbang membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 37 dan 37A. Jadi, terhadap gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 38B, berlaku sistem pembuktian terbalik yang bersifat mutlak. Korupsi sebagai kejahatan administrasi yang menghambat usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan/keuangan negara. Di sinilah letaknya keterlibatan para oknum penyelenggara negara (pegawai negeri) yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan korupsi. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yakni sebagai berikut: pertama, bagaimana rumusan pengaturan gratifikasi dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? kedua, bagaimana implementasi asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia?. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.
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